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Ee_ng(aturan Pemungutan Pijak Kendaraan Bermotor Terhadap Objek
d

Segjak di keluarkanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 yang memutuskan pada
pokoknya menyatakan bahwa pengaturan pemungutan pajak terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar
melalui skema pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Makadari itu, penelitian ini mengkhususkan pembahasan pada pengaturan pajak kendaraan bermotor atas
alat-alat berat dan alat-alat besar sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/ 2017
dan pengaturan yang ideal terhadap objek pajak alat-alat berat dan alat-alat besar. Pada penelitian ini akan
menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mana berlandaskan pada bahan pustaka atau data
sekunder atau dengan kata lain penelitian ini mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan
dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi. Hasil penelitian
ini adalah objek pajak aat-alat berat dan alat-alat besar dipungut berdasarkan skema pajak kendaraan
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Selain itu, pengaturan yang ideal
terhadap objek pajak alat-alat berat dan alat-alat besar harus menggunakan teori demokrasi hukum pajak
dengan memuat hukum pajak materiil dan hukum pajak formil serta memperhatikan tujuan keadilan umum
dan merata, fungsi perpajakan, dan mengikuti prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

...... Since the issuance of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XV/2017 which decided in
essence that the regulation of tax collection on heavy equipment and large equipment through a motor
vehicle tax collection scheme and motor vehicle transfer feesin Law Number 28 of 2009 concerning
Regional Taxes and Regional Leviesis contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and
has no binding legal force. Therefore, this study focuses on the discussion of the regulation of motor vehicle
tax on heavy equipment and large equipment prior to the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-
XV/2017 and the ideal regulation of the tax object of heavy equipment and large equipment. This research
will use ajuridical-normative research method which is based on library materials or secondary dataor in
other words, this research refers to the legal norms of laws and regulations and other document references
related to assessment, research and the legidlative process. The results of this research that heavy equipment
and large equipment tax objects are collected based on the motor vehicle tax scheme and motor vehicle
transfer fees which are regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Leviesin
conjunction with Government Regulation Number 55 of 2009 2016 concerning General Provisions and
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Procedures for Collecting Regional Taxes. In addition, the ideal regulation of the tax object of heavy
equipment and large equipment must use the theory of material tax law and formal tax law and pay attention
to the objectives of general and equitable justice, the function of taxation, and follow the procedures for

making applicable laws and regulations.



